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DANA BLT-DD DIGUNAKAN MAKAN-MAKAN, KADES BANJAR SARI 
DIMINTA MUNDUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: jatimtimes.com 

 

Lombok Timur (Inside Lombok) – Adanya dugaan penyelewengan dana Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terhadap oknum Kepala Desa (Kades) di Lotim. 

Puluhan warga datangi kantor desa Banjar Sari untuk meminta kejelasan uang bantuan yang 

tidak tersalurkan selama dua bulan. 

Dalam hearing yang digelar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat bersama 

dengan Camat Labuhan Haji, Kepolisian, serta puluhan masyarakat untuk meminta kades 

setempat berterus terang kepada seluruh masyarakat terkait kejelasan dana BLT-DD selama 

dua bulan yang belum disalurkan. Yaitu pada bulan November dan Desember. Warga 

menduga dana BLT-DD dan RTLH tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi. 

“Sekarang kita minta kejelasan dari pak kades kemana uang bantuan selama dua bulan itu,” 

ucap Sulaiman saat hearing berlangsung di Kantor Desa Banjar Sari, Selasa (05/01). 

Kepala Desa Banjar Sari, Zuhri mengakui kesalahannya dengan berdalih dana BLT-DD dan 

dana RTLH tersebut dialihkan ke program yang lain. Ia mengaku berspekulasi dengan dana 

tersebut untuk pembangunan desa dan berjanji akan segera mengganti uang tersebut serta 

dalam waktu dekat akan memberikan hak masyarakat. 

“Saya sudah buat surat pernyataan, sekiranya saya tidak bisa menggantikan tepat pada 29 

Januari 2021. Maka saya siap mengundurkan diri,” jelasnya kepada Inside Lombok seusai 

hearing. 

Akan tetapi, Zuhri tidak menjelaskan secara rinci kemana uang tersebut dipergunakan. Hanya 

saja ia mengaku menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan politik guna membangun desa 

yang lebih baik. 
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“Kadang ada teman yang ajak kerjasama kita buat proposal. Kadang saya juga pergunakan 

dana itu untuk makan-makan di lesehan atau rumah makan. Itu kan kebutuhan politik juga,” 

katanya. 

Ia mengaku langkah yang diambil dengan menggunakan dana bantuan masyarakat tersebut 

adalah salah besar. Ia mengira beberapa program yang dijalankan sudah sukses sehingga 

menggunakan dana itu untuk kepentingan lain. 

“Kita sudah siapkan dana ganti rugi tanpa harus menggunakan dan mengurangi dana desa 

tahun 2021 ini,” imbuhnya. 

Selain itu, Anggota BPD, H Samsul Hakim membeberkan bahwa terdapat sebanyak Rp75 

juta dana RTLH untuk pembangunan lima unit rumah itu juga tidak jelas dan Rp108 juta 

dana BLT-DD untuk 181 KK juga tidak diketahui persis untuk apa. 

“Kita di BPD kan sebagai pengawas desa, sehingga kita berhak memberikan teguran. Apabila 

nanti sudah sampai teguran ketiga, maka kami akan buat berita acara melalui camat dan 

tembusan ke bupati. Nanti haknya pak bupati yang ambil keputusan apakah nanti di 

nonjobkan atau diberhentikan,” jelasnya. 

Jika nantinya hak masyarakat tidak bisa disalurkan, lanjut Samsul, maka kades harus siap 

mendapat konsekuensi yang diajukan oleh pihak BPD. Diantaranya yaitu kades harus siap 

mengundurkan diri, diberhentikan, atau diproses hukum. 

“Akan tetapi hak masyarakat harus tetap diganti, jika sudah diganti urusan kades mau 

mengundurkan dirinya atau tidak,” katanya. 

Akan tetapi masyarakat yang sudah geram akan tetap melanjutkan kasus dugaan 

penyelewengan dana tersebut ke DPRD Lotim walaupun dana sudah diganti. Masyarakat 

menginginkan kades tersebut segera lengser dari jabatannya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://insidelombok.id/berita-utama/dana-blt-dd-digunakan-makan-makan-kades-banjar-sari-

diminta-mundur/ (Diakses 5 Januari 2021) 

2.  https://lombokpost.jawapos.com/selong/06/01/2021/kades-banjar-sari-diduga-salahgunakan-

dana-blt-dan-rtlh/ (Diakses 5 Januari 2021) 

 

Catatan: 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 415 bahwa Seorang pejabat atau orang lain yang 

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, 

yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena 

jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang 

lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan 

pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Pasal 8 bahwa Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 

sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa: 

 Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari 

Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah 

diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal angka 1). 

 Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa 

yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8). 

 Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian 

uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana 

Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Pasal 1 angka 30) 

 Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua): 

1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1)); 

2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan 

penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2)); 

3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan 

DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari 

bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3)); 

4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat 

(4)): 

a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen); 

b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); 

c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen). 

5. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan 

ketentuan (Pasal 23 ayat (5)): 

a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan 

b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen). 



Catatan Berita Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi NTB 2021/MEP  4 

 

 

 

 

 

 

6. Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, 

dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)): 

a. Tahap I berupa: 

1) Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan 

rincian DD setiap Desa; 

2) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan 

3) Surat kuasa pemindahbukuan DD. 

b. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun 

anggaran sebelumnya. 

c. Tahap III berupa: 

1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II 

menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh 

lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% 

(lima puluh persen); dan 

2) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 

sebelumnya; dan 

3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 

Desa 

7. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan 

DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen 

persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)). 

8. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang 

ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat 

yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)). 

9. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik 

(hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy) (Pasal 24 ayat (7)). 

 Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar: 

a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan 

ketiga per keluarga penerima manfaat; 

b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan 

keenam per keluarga penerima manfaat. (Pasal 32A ayat (5)) 

 

Disclaimer: 

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan 

merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB 


